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BAB IV 

HAMBATAN-HAMBATAN BAGI PENUNTUT UMUM DALAM 

MELAKUKAN PENUNTUTAN DILIHAT DARI PERAN KORBAN 

DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA 

 

Memahami masalah terjadinya suatu kejahatan, terlebih dahulu harus 

memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan. 

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam 

suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi 

terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan peran pihak korban dipengaruhi oleh 

kondisi tertentu langsung atau tidak langsung, pengaruh tersebut hasilnya tidak 

selalu sama pada korban. 

Masalah korban ini sebenarnya bukan masalah yang baru, karena hal-hal 

tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah 

kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka perhatian 

kita tidak akan lepas dari peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. 

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. 

Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan 

kalau tidak ada korban. Tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu tindak pidana, 

jadi jelas bahwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi tidak selamanya pelaku 

merupakan pihak yang selalu bersalah, tetapi korban juga memiliki peran serta 

dalam terjadinya suatu tindak pidana. 
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Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang 

yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu 

seseorang untuk berbuat kejahatan. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan 

sadar dan tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, secara aktif 

ataupun pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung 

pada situasi kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Pihak korban 

sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam 

peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataanya tidak 

mudah membedakan secara nyata setiap peranan yang dimainkan pihak korban. 

Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, Jaksa dalam menuntut 

seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, akan mempertimbangkan 

segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan sehingga tuntutan itu dirasakan 

adil oleh terdakwa maupun masyarakat karena Jaksa harus senantiasa bertindak 

berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesusilaan, 

serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. 

Melakukan pertimbangan dalam melakukan penuntutan tidaklah mudah, 

adapun yang menjadi hambatan-hambatan maupun kendala bagi seorang Jaksa 

penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban 

adalah sebagai berikut: 
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1. Berkas acara penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa 

penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai 

peranan korban dalam terjadinya tindak pidana. 

Dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Penyidik harus 

bersifat objektif dengan melihat hubungan antara pelaku dan korban dalam 

terjadinya suatu tindak pidana yang sebenarnya terjadi, dengan demikian 

penyidik benar-benar mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana, 

sehingga terciptanya keadilan dan kepastian hukum seperti tujuan dalam 

penuntutan dari hukum acara pidana. 

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil 

penyidikan yang lengkap dari penyidik, Jaksa penuntut umum segera 

menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk 

dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Kesempatan bagi penuntut umum 

untuk menentukan apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik itu 

sudah memenuhi syarat yuridis sebelum berkas perkara dilimpahkan 

kepengadilan negeri, disini dibutuhkan kemampuan Penuntut Umum dalam 

penguasaan Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan 

lain untuk meneliti berkas perkara. 

Penuntut umum terlebih dahulu melakukan prapenuntutan yang 

bersifat selektif, disini Jaksa melihat dan memeriksa berkas perkara yang 

diajukan oleh penyidik sehingga dapat diketahui apakah seorang telah 

memenuhi syarat sehingga dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak 
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pidana dan untuk mengetahui sepenuhnya mengenai peran korban sesuai 

dengan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana. 

Hasil wawancara peneliti dengan Jaksa penuntut umum Yordan 

Mahendra Betsy mengatakan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

melakukan penuntutan dilihat dari peran korban adalah bahwa Penyidik dalam 

Berita Acara Pemeriksaan tidak menggali sepenuhnya tentang peran korban 

dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum tidak bisa 

menilai peran korban dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut 

umum harus melakukan prapenuntutan. 

Prapenuntutan ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi  

penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil dengan baik. 

Kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam 

prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat 

surat dakwaan dan keberhasilan penuntut  umum di persidangan. Agar 

penuntutan dapat berdaya guna dan berhasil guna, kiranya perlu diperhatikan 

faktor-faktor tertentu (Puslitbang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 

1945) yang pada pokoknya: 

 Pembinaan hubungan kerja antara penyidik dengan penuntut umum, baik 

sebelum atau lebih-lebih sesudah adanya pemberitahuan penyidikan 

kepada Penuntut umum, pembinaan hubungan kerjasama dan kordinasi ini 

dimaksudkan untuk terarahnya penyidikan oleh penyidik, baik mengenai 

diri tersangka, perbuatan yang disangkakan maupun pembuktian sehingga 
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dapat dihindarkan hasil penyidikan yang berlarut-larut dan mondar-

mandirnya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. 

 Kewajiban penelitian kelengkapan hasil penyidikan meliputi antara lain 

kelengkapan berita acara, keabsahan tindakan penyidik, kesempurnaan 

alat bukti yang sah, alasan dan dasar penahanan tersangka, kecocokan 

benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas 

perkara dan faktofaktor lain yang dinilai perlu. 

 Apabila jaksa/penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum 

lengkap, dalam waktu 7 hari harus memberitahukan kepada penyidik 

disertai petunjuk-petunjuk yang terperinci. 

 

2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan Jaksa penuntut umum dalam 

melakukan penuntutan dengan melihat peran korban dalam terjadinya 

tindak pidana. 

Mengenai hambatan-hambatan ataupun kendala bagi Jaksa penuntut 

umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari Peran korban, Andi 

Kurniawan menjelaskan bahwa sangat sulit untuk melihat peran korban 

dalam terjadinya suatu tindak pidana. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa 

korban memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana, tetapi 

kemampuan dan pengetahuan menjadi salah satu faktor pendukung bagi Jaksa 

penuntut umum itu sendiri dalam melakukan penuntutan untuk dapat melihat 

peran korban. 
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Selain itu adanya perbedaan pandangan mengenai peran korban 

dimana pada kenyataannya, jika berbicara mengenai hukum pidana maka akan 

ditemukan beberapa perbedaan antara teori dan praktek yang sebenarnya 

terjadi. Dalam hal ini Jaksa menilai bahwa peran korban seperti dalam kajian 

victimologi itu merupakan penyertaan “deelneming” sehingga bagi seorang 

Jaksa akan ragu-ragu dalam menilai korban itu sendiri, tetapi mungkin saja 

“peran korban” dapat diasumsikan sebagai “potensi/kedudukan korban” yang 

bisa menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.  

Untuk melihat peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, 

seorang Jaksa penuntut umum harus cermat dan sangat berhati-hati, karena 

korban merupakan orang yang mengalami penderitaan baik secara rohani 

maupun jasmani, sehingga Jaksa penuntut umum dalam memberikan 

pertimbangan terhadap terdakwa bisa memberikan suatu pandangan terhadap 

korban, bahwa pertimbangan yang diberikan Jaksa kepada terdakwa sudah 

layak dan cukup adil bagi terdakwa tanpa melanggar ketentuan undang-

undang dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. 

Responden menjelaskan bahwa tidak semua jaksa penuntut umum 

memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang sama terutama dalam 

penguasaan kajian study Victimology, karena tidak bisa dipungkiri bahwa 

banyak juga terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang Jaksa, 

karena Jaksa juga sebagai manusia biasa yang masih banyak memiliki 

kekurangan dan kelemahan sehingga dalam hal ini Lembaga Kejaksaan 
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melakukan berbagai evaluasi untuk menciptakan kualitas yang diinginkan 

oleh masyarakat. 

Responden menerangkan, berbicara mengenai peran korban dalam 

kajian victimologi, sebenarnya masalah peran korban ini bukan hal yang baru, 

tetapi banyak hal  yang tidak dapat dilihat oleh seorang jaksa, dengan kata lain 

sumber daya manusia di institusi kejaksaan juga menjadi suatu hambatan 

tersendiri dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban. 

  

3. Belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah 

peran korban. 

 Responden menjelaskan bahwa belum adanya pengaturan secara tegas 

dan jelas mengenai masalah peran korban itu sendiri, sehingga hal ini juga 

menjadi suatu hambatan bagi seorang Jaksa dalam melakukan penuntutan dan 

memberikan pertimbangan terhadap terdakwa, pertimbangan selama ini yang 

diberikan oleh Jaksa terhadap terdakwa meliputi pertimbangan secara objektif 

dan pertimbangan secara subjektif, pertimbangan secara objektif merupakan 

pertimbangan yang diberikan seorang Jaksa terhadap terdakwa berdasarkan 

dengan ketentuan undang-undang dan pertimbangan secara subjektif 

merupakan pertimbangan yang diberikan jaksa terhadap terdakwa berdasarkan 

hati nurani dan penilaian serta keyakinan hakim itu sendiri. 

Keyakinan seorang Jaksa merupakan hal yang sangat penting untuk 

menilai peran korban “kedudukan/potensi korban” dalam terjadinya tindak 
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pidana, keyakinan seorang Jaksa harus didukung oleh alat bukti yang sah, 

serta pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam melihat 

peran/kedudukan korban itu sendiri, seperti pada kajian Victimologi. 

 

4. Kurangnya partisipasi korban maupun saksi dalam proses persidangan. 

 Kurang terlibatnya Korban maupun Saksi dalam proses persidangan 

merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa penuntut 

umum. Andi Kurniawan memberi keterangan bahwa pada umumnya hal 

yang paling sering ditemukan adalah bahwa korban ataupun saksi tidak hadir 

dalam persidangan, ini menjadi kendala atau hambatan bagi penuntut umum 

dalam melakukan penuntutan pada proses persidangan, sebagaimana yang 

diketahui bahwa selain memiliki hak, korban juga memiliki kewajiban-

kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk membantu proses pembuktian 

dipersidangan dan hambatan-hambatan lainnya yaitu dalam pembuktian 

disidang pengadilan tidak terungkap mengenai peran korban dikarenakan 

saksi korban atau terdakwa tidak terbuka atau kooperatif.   

 Jaksa penuntut umum Rini menambahkan bahwa institusi Kejaksaan 

adalah alat perpanjangan tangan negara dalam mewakili korban itu sendiri, 

sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan jaksa selalu memiliki 

pandangan tersendiri terhadap korban, tanpa memperhatikan peran korban 

dalam terjadinya tindak pidana atau mengenyampingkan peran korban, ini 
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juga menjadi salah satu hambatan dalam melakukan penuntutan melihat peran 

korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. 

 Dapat dikatakan bahwa korban memiliki peran yang penting dalam 

proses peradilan pidana, tetapi banyak hal yang menyebabkan korban tidak 

hadir dalam proses persidangan. Responden mengatakan bahwa yang 

menyebabkan korban tidak hadir dalam proses persidangan dikarenakan 

mereka takut menjadi saksi, sebagai mana diketahui bahwa korban dalam 

proses persidangan sepenuhnya akan dilindungi oleh undang-undang, tetapi 

mereka masih memilik rasa takut dalam proses persidangan dan alasan 

lainnya adalah mereka trauma dengan kejadian yang mereka alami. 

Responden juga menjelaskan bahwa dalam proses persidangan banyak 

ditemukan bahwa korban dalam memberi kesaksian tidak mau berterus terang 

dengan alasan malu, pada umumnya kejadian ini banyak ditemukan pada 

kasus asusila atau pemerkosaan. Dengan kata lain rasa takut, traumatis, malu 

dan tidak mau berterus terang adalah kendala atau hambatan-hambatan bagi 

Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan. 

 

5. Masalah tekhnis yuridis yang tidak sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku.  

 Hambatan yang lain yaitu mengenai masalah teknis yuridis apakah 

proses penyidikan, penyelidikan, dakwaan dan penuntutan sudah sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku, maupun dari sudut administrasi perkara, 
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apakah dalam penyusunan berkas perkara Jaksa/Penuntut umum sudah secara 

lengkap dari mulai prapenuntutan sampai eksekusi dalam suatu berkas perkara 

dan tidak menututp kemungkinan ada sebagian kecil dari Jaksa/Penuntut 

umum dalam kenyataannya melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu dari sudut tekhnis 

yuridis maupun administrasi negara. 

 Fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan 

penanganan perkara lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan 

negara, tetapi sebagai alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak 

rakyat dan masyarakat. gambaran figur Jaksa/penuntut umum yang berlaku 

umum perlu di uji kemungkinan aplikasinya melalui suatu sistem, karena 

disadari  atau tidak, bahwa seseorang Jaksa yang juga merupakan seorang 

manusia biasa, yang tidak mungkin lepas  dari suatu kesalahan dan atau 

kekeliruan dalam melaksanakan tugasnya, baik itu dari sudut teknis 

yuridisnya maupun administrasi negara, eksistensi (Kedudukan dan fungsi) 

kejaksaan dalam proses penegakan hukum, berorientasi pada pencapaian 

tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan 

(Manfaat/faedah/hasil guna) bagi masyarakat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1.  Mengenai pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat 

dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Korban dan pelaku memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya 

tindak pidana. 

b. Jaksa penuntut umum tetap memperhatikan peran korban dalam terjadinya 

tindak pidana. 

c. Peran korban “kedudukan/potensi korban” mempengaruhi tuntutan yang 

akan diberikan Jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. 

d. Peran korban dalam terjadinya tindak pidana menjadi dasar pertimbangan 

yang akan diberikan Jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. 

2. Bahwa hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan penuntutan dilihat 

dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana yaitu : 

a. Berkas Acara penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa 

penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai 

peranan korban dalam terjadinya tindak pidana. 

80 
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b. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan Jaksa penuntut umum dalam 

melakukan penuntutan dengan melihat peran korban dalam terjadinya 

tindak pidana. 

c. Belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran 

korban. 

d. Kurangnya partisipasi korban maupun saksi dalam proses persidangan. 

e. Masalah tekhnis yuridis yang tidak sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku.  

 

B. Saran 

Berhubungan dengan beberapa kesimpulan diatas, adapun saran yang 

dapat penulis berikan sebagai masukkan, yaitu sebagai berikut: 

1. Jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan terhadap terdakwa sebaiknya 

mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

proses persidangan diantaranya adalah berkas tuntutan, saksi-saksi dan bukti-

bukti.  

2. Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan seharusnya melihat 

hubungan antara Korban dan pelaku kejahatan, agar dalam melakukan 

penuntutan tercapai kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana, dan 

terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh seluruh 

mayarakat. 
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3. Dalam melakukan penuntutan sebaiknya Jaksa penuntut umum menguasai 

kajian study Victimology, karena masalah peran korban itu sendiri bukan 

masalah baru tetapi sering diabaikan oleh aparat penegak hukum, khususnya 

bagi Jaksa penuntut umum. 
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